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ABSTRAK

Kemiskinan di Indonesia masih menjadi tantangan meskipun angkanya menurun. Program
KUA Pemberdayaan Ekonomi Umat di Kota Bandung hadir sebagai inovasi kolaboratif
antara Kementerian Agama, BAZNAS, Lembaga Amil Zakat, dan KADIN untuk
mengoptimalkan zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Penelitian ini bertujuan
menjelaskan proses collaborative governance dalam program tersebut menggunakan
kerangka Emerson & Nabatchi (2015). Metode penelitian kualitatif dengan desain studi
kasus diterapkan, melibatkan wawancara mendalam dengan delapan informan dan analisis
dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program baru mencakup 50%
KUA (6 dari 12 KUA), kolaborasi berjalan optimal secara kualitatif melalui lima dimensi:
sistem konteks yang kuat dengan kerangka hukum jelas; driver yang efektif meliputi saling
ketergantungan dan kepemimpinan inklusif, dinamika kolaborasi yang matang dalam
penggerakan prinsip, motivasi, dan kapasitas bersama; tindakan kolaboratif komprehensif
dari verifikasi hingga pendampingan; serta outcome signifikan berupa peningkatan
kesejahteraan ekonomi, kemandirian finansial, dan transformasi mustahik menjadi
muzakki. Hambatan utama meliputi keterbatasan SDM LAZ, disparitas kapasitas antar
KUA, dan komitmen mitra yang fluktuatif. Program ini menjadi model collaborative
governance berbasis nilai keagamaan yang efektif untuk pemberdayaan ekonomi
berkelanjutan.

Kata Kunci: Collaborative Governance; Pemberdayaan Ekonomi; Zakat Produktif; KUA.
ABSTRACT

Poverty in Indonesia remains a challenge despite declining figures. The KUA Economic
Empowerment Program in Bandung City is a collaborative innovation between the
Ministry of Religious Affairs, BAZNAS, the Zakat Institution, and KADIN to optimize zakat
as an instrument of economic empowerment. This study aims to explain the collaborative
governance process in the program using the Emerson & Nabatchi (2015) framework. A
qualitative research method with a case study design was applied, involving in-depth
interviews with eight informants and document analysis. The results show that although
the program only covers 50% of KUA (6 out of 12 KUA), collaboration is running optimally
in qualitative terms through five dimensions: a strong context system with a clear legal
framework; effective drivers including interdependence and inclusive leadership, mature
collaboration dynamics in driving shared principles, motivation, and capacity;
comprehensive collaborative actions from verification to mentoring, and significant results
in the form of improved economic welfare, financial independence, and the transformation
of mustahik into muzakki. The main obstacles include limited LAZ human resources,
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disparities in capacity between KUAs, and fluctuating partner commitment. This program
serves as an effective model of collaborative governance based on religious values for

sustainable economic empowerment.

Keywords: Collaborative Governance, Economic Empowerment;, KUA.

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan di Indonesia merupakan
persoalan yang bersifat kompleks serta
melibatkan berbagai dimensi. Berdasarkan
data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik
(BPS), jumlah penduduk yang tergolong
miskin pada Maret 2025 tercatat sebesar
23,85 juta jiwa, mengalami penurunan
dibandingkan Maret 2024 yang mencapai
25,22 jiwa.  Meskipun terjadi
penurunan, angka ini mengindikasikan

juta

masih adanya hambatan signifikan dalam
upaya pengurangan kemiskinan. Salah satu
kendala utama terletak pada tingginya
disparitas ekonomi, yang pada akhirnya
membatasi kemampuan kelompok
berpenghasilan rendah untuk menjangkau
sumber daya produktif serta mengurangi
efektivitas pelaksanaan program
pemberdayaan oleh pemerintah (Rinaldi et
al., 2024).
Sebagai
penduduk muslim terbesar secara global,
Indonesia memiliki potensi zakat yang

negara dengan jumlah

sangat besar. Zakat sendiri tidak semata-
mata berfungsi sebagai bentuk ibadah
semata, tetapi juga berkontribusi dalam
pembentukan dan penguatan struktur sosial
ekonomi masyarakat (Makraja et al., 2025).
Jika pengelolaan zakat optimal, maka zakat
sistemik untuk
ekonomi dan

dapat menjadi solusi

mengurai  ketimpangan
pengentasan kemiskinan (Parembai, 2025).
Data yang dirilis oleh Badan Amil Zakat
Nasional menunjukan bahwa potensi zakat
nasional pada tahun 2023 diperkirakan

mencapai Rp 327,6 triliun. Namun

demikian, realisasi penghimpunannya
masih berada di kisaran Rp 26,4 triliun, atau
belum mencapai 10% dari total potensi
tersebut.

Menanggapi tersebut,
Kementerian Agama Republik Indonesia

fenomena

meluncurkan Program KUA Pemberdayaan
Ekonomi Umat sebagai instrumen untuk
meningkatkan taraf perekonomian
masyarakat melalui pemberdayaan dana
zakat. Program ini bertujuan menjadikan
KUA sebagai pusat pemberdayaan ekonomi

meningkatkan kemandirian
pemberian modal dan

masyarakat,
melalui
pendampingan usaha, serta mengurangi
tingkat kemiskinan di wilayah kecamatan
(Kementerian Agama RI, 2023).

Di Kota Bandung, program ini
diimplementasikan melalui  kolaborasi
antara Kementerian Agama, BAZNAS, 5
Lembaga Amil Zakat, 12 KUA
Kecamatan. Namun, pelaksanaan program

dan

ini belum optimal karena hanya 6 dari 12
KUA yang menjalankan program sesuai
rencana. Fenomena tersebut menunjukan
adanya  kendala
kolaborasi diantara para aktor yang terlibat.

dalam  mekanisme
Kajian mengenai Collaborative Governance
dalam upaya pemberdayaan ekonomi
masyarakat juga telah banyak dilakukan
oleh berbagai peneliti. Sujatmiko et al.
(2023) meneliti pemberdayaan masyarakat
Desa Bligo melalui kolaborasi dalam
menghadapi dampak pandemi. Yendi &
(2020) bentuk
kolaborasi dalam pelaksanaan program
peberdayaan tenaga kerja mandiri di kota

Meiwanda meneliti
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Pekanbaru. Namun, penelitian yang
mengkaji Collaborative Governance dalam
pemberdayaan ekonomi berbasis zakat,
khususnya yang melibatkan Kementerian
Agama, BAZNAS, LAZ, dan KUA masih
terbatas. Penelitian ini berupaya untuk
mengisi kensejangan tersebut dengan
menitikberatkan pada proses Collaborative

Governance  dalam  Program KUA
Pemberdayaan Ekonomi Umat di Kota
Bandung.

Penelitian ini penting karena

membahas dua aspek strategis sekaligus:
aspek keagamaan dimana zakat memiliki
potensi  besar  untuk = mengurangi
kemiskinan, dan aspek pembangunan
ekonomi yang memerlukan sinergi berbagai
pihak. Collaborative governance, menurut
Ansell & Gash (2008), merupakan suatu
proses pengambilan keputusan yang
dilakukan secara kolektif dan bersifat
formal, dengan melibatkan secara langsung
berbagai pemgangku kepentingan di luar
pada
dalam

sektor publik, serta berorientasi

konsensus dan  musyawarah
perumusan dan pelaksanaan kebijakan
publik. (2012)
mengembangkan konsep ini sebagai suatu
proses
keputusan yang melibatkan berbagai pihak

secara konstruktif guna

Emerson et al.

sekaligus struktur pengambilan
mewujudkan
kepentingan bersama yang tidak dapat
dicapai oleh satu aktor saja.

Berdasarkan latar belakang tersebut,
rumusan masalah dalam penelitian ini
dirumuskan sebagai berikut : bagaimana
proses collaborative governance dalam
program KUA Pemberdayaan Ekonomi
Umat di Kota Bandung? Adapun tujuan
penelitian ii adalah untuk mengkaji dan
menjelaska proses  collaborative
governance dalam program tersebut dengan
menggunakan kerangka teori Emerson &

Nabatchi (2015) yang meliputi 5 dimensi
berupa :

Sistem Konteks

Driver Kolaborasi

Dinamika Kolaborasi

Tindakan Kolaborasi

Outcome dan Adaptasi

kv

B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menerapkan
pendekatan kualitatif dengan rancangan
studi kasus. Menurut Creswell (2018),
pendekatan kualitatif merupakan metode
yang digunakan untuk mengeskplorasi serta
memahami makna yang muncul dari
permasalahn sosial maupun kemanusiaan..
Desain studi kasus dipilih untuk mengkaji
Program KUA Pemberdayaan Ekonomi
Umat secara
pengumpulan informasi

mendalam melalui
detail dengan
beragam prosedur pengumpulan data.
Lokasi penelitian adalah Kota Bandung,
tepatnya di Kantor Kementerian Agama
Kota beberapa KUA

Kecamatan yang menjadi objek program.

Bandung dan

Penelitian dilaksanakan dari bulan Agustus
2025 hingga Februari 2026.
penelitian dipilih secara purposive dengan
kriteria: (1) memiliki keterlibatan dalam
program, (2) memiliki informasi
mengenai program, dan (3) memiliki

Informan

luas

otoritas berkaitan dengan program. Total
informan berjumlah 8 orang terdiri dari
Kepala Seksi ZAWA Kementerian Agama
Kota Bandung, Wakil Ketua 1 Bidang
Pengumpulan BAZNAS Kota Bandung, 2
Koordinator Program LAZ, 2 Ketua KUA
Kecamatan, 1 penerima manfaat, dan
Kepala KADIN Kota Bandung. Teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini
meliputi waawancara mendalam, observasi,
dokumentasi, serta kajian pustaka. Proses
dilaksanakan

wawancara dengan
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menggunakan panduan semi-terstruktur dan
didukung dengan perekaman melalui alat
perekam suara. Observasi dilakukan untuk
mengamati langsung proses kolaborasi
antar aktor. Dokumentasi mencakup
analisis peraturan, laporan, dan dokumen
program. Analisis data dalam penelitian ini
menggunakan model yang dikemukakan
oleh Miles dan Huberman (1984), yang
mencakup tiga tahapan utama, yaitu : (1)
reduksi data melalui proses
penyederhanaan dan pengelompokan data
berdasarkan dimensi collaborative
governance, (2) penyajian data dalam
bentuk narasi, tabel, maupun bagan, (3)
penarikan kesimpulan yang didasarkan
pada temuan penelitian. Sementara itu,
keabsahan data dijaga melalui penerapan
triangulasi sumber serta triangulasi teknik
pengumpulan data.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembahasan dalam penelitian ini
difokuskan  pada proses
collaborative governance dengan mengacu
pada dimensi yang dikemukakan oleh

analisis

Emerson dan Nabatchi, yang meliputi
sistem konteks, driver kolaborasi, dinamika
kolaborasi, tindakan kolaborasi, outcome
dan adaptasi hasil.
Sistem Konteks
Sistem konteks merupakan latar
belakang yang melingkupi terbentuknya
kolaborasi ~ dalam  Program  KUA
Pemberdayaan Ekonomi Umat di Kota
Bandung. Kondisi sosial ekonomi Kota
Bandung yang heterogen dengan tingkat
kemiskinan 3,87% (101,10 ribu jiwa) pada
tahun 2024 menjadi konteks
Meskipun persentasenya rendah, secara
absolut jumlahnya masih signifikan dan

utama.

memerlukan  intervensi pemberdayaan

ekonomi.

Kerangka kebijakan program ini
didasarkan pada Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,
Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun
2024 mengenai Organisasi dan Tata Kerja
KUA, serta Keputusan Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam terkait
Petunjuk Teknis Bantuan Pemberdayaan
Ekonomi Umat. Landasasn regulatif
tersebut memberikan legitimasi yang kuat
bagi terwujudnya kolaborasi lintas sektor
dalam optimalisasi pemanfaatan zakat
produktif.

Kondisi sumber daya menunjukkan
disparitas antar aktor. Kemenag memiliki
SDM melimpah dan aksesibilitas dekat
dengan masyarakat, namun terbatas dalam
hal anggaran dan jumlah mitra fasilitator.
LAZ memiliki dana zakat produktif namun
menghadapi  keterbatasan SDM  dan
kesulitan menjangkau mustahik secara
mandiri. KADIN memiliki keahlian bisnis
namun tidak memiliki akses langsung ke
basis data umat. Kondisi ini menciptakan
saling ketergantungan yang menjadi driver
utama kolaborasi.

Kegagalan program serupa di masa
lalu yang bersifat single fighter dengan
pendampingan
pembelajaran berharga. Program
sebelumnya sering gagal karena bantuan

minimal menjadi

bersifat konsumtif tanpa keberlanjutan.
Pengalaman ini mendorong perubahan
paradigma dari sekadar memberi menjadi
memberdayakan.
Driver Kolaborasi

Empat driver utama mendorong

terbentuknya kolaborasi ini. Pertama,
ketidakpastian muncul dari dinamika
kondisi ekonomi penerima manfaat,
fluktuasi komitmen mitra LAZ, dan

kesulitan ~ akses  sistem  informasi
(SIMZAT). Kedua, saling ketergantungan
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tercipta  karena Kemenag memiliki
legitimasi tanpa anggaran, LAZ memiliki
dana tanpa akses ke mustahik valid, dan
KADIN memiliki keahlian tanpa basis data.
Ketiga, insentif yang diperoleh berbeda
untuk setiap aktor: Kemenag mendapat
peningkatan citra KUA, LAZ mendapat
kepercayaan  donatur dan  branding
lembaga, KADIN mendapat
tanggung jawab sosial,
manfaat mendapat modal tanpa bunga serta
pengetahuan bisnis. Keempat,
kepemimpinan awal dari Kemenag RI yang
diturunkan ke Kemenag Kota Bandung

reputasi
dan penerima

dengan gaya kepemimpinan inklusif dan

koordinatif.
Dinamika Kolaborasi

Penggerakan  prinsip  bersama
dimulai dengan pengungkapan visi dan
keterbatasan = masing-masing  lembaga
secara  jujur. Tahap  pendefinisian

menetapkan peran
sebagai regulator dan koordinator, LAZ

spesifik: Kemenag

sebagai penyedia dana dan pendamping
teknis, KADIN sebagai mentor bisnis, dan
KUA  sebagai verifikator lapangan.
Deliberasi dilakukan melalui forum zoom
rutin dan "riungan" untuk menguji gagasan
dan menyelesaikan kendala. Determinasi
diwujudkan dalam penandatanganan MoU
yang moral  dan
administratif.

mengikat  secara
Motivasi bersama terbangun dari

empat elemen. Kepercayaan bersama
tumbuh seiring komunikasi terbuka dan
transparansi laporan. Pemahaman bersama
tercipta bahwa bantuan modal hanya
stimulan dan keberlanjutan adalah target
utama. Legitimasi internal diperkuat
melalui dasar hukum yang jelas dan
pengakuan organisasi. Komitmen
melalui  tindakan

ditunjukkan nyata:

Kemenag menyediakan SDM penyuluh,

LAZ menutup kekurangan dana zakat
dengan dana sedekah, dan KADIN
menyediakan mentor sukarela.

Kapasitas untuk tindakan bersama
diperkuat melalui prosedur dan kesepakatan
dalam bentuk SOP yang fleksibel,
kepemimpinan kolaboratif tanpa hegemoni,
pertukaran pengetahuan melalui pelatihan
dan mentoring, serta mobilisasi sumber
daya terintegrasi meskipun menghadapi
keterbatasan.

Tindakan Kolaborasi

Tindakan kolaborasi mencakup
seluruh siklus pemberdayaan. Dimulai dari
identifikasi dan verifikasi bersama calon
penerima manfaat oleh KUA dan LAZ
dengan melibatkan pihak kelurahan dan
RW. Formalisasi MoU  menandai
pembagian peran fungsional yang jelas.
Pelaksanaan pelatihan mengintegrasikan
dimensi spiritualitas dari KUA dan
kompetensi bisnis dari KADIN dan LAZ.

Penyaluran modal sebesar Rp 5 juta
per penerima manfaat dilakukan secara
adaptif, tidak selalu dalam bentuk tunai
tetapi juga barang modal atau renovasi
tempat kebutuhan.
Pendampingan melekat dilakukan oleh

usaha sesuai
penyuluh KUA dan pendamping LAZ

melalui  kunjungan rutin. Monitoring

evaluasi periodik dilaksanakan untuk
mendeteksi dini potensi kegagalan. Sistem
bergulir diterapkan di KUA

Kiaracondong dimana angsuran penerima

dana

manfaat pertama menjadi modal bagi
penerima manfaat berikutnya.
Outcome dan Adaptasi

Outcome signifikan tercapai dalam
berbagai dimensi. Secara ekonomi, terjadi
peningkatan kesejahteraan dengan omset
harian penerima manfaat meningkat hingga
100.000 lebih per hari.
Kemandirian finansial terwujud dengan

mencapai Rp
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terbebas dari jeratan bank emok.
Transformasi mentalitas terjadi dimana
beberapa penerima manfaat kini sudah
mampu bersedekah dan berzakat. Literasi
bisnis meningkat melalui kemampuan
perencanaan usaha, manajemen stok, dan
pemasaran digital. Secara institusional,
tercipta model kolaborasi yang solid
sebagai role model. Keberlanjutan terjamin
melalui sistem dana bergulir yang otonom.
Kepercayaan publik meningkat mendorong
lebih banyak donatur menyalurkan zakat
produktif.

Adaptasi dilakukan secara responsif
terhadap tantangan lapangan. LAZ PPPA
Darul Quran mengubah skema bantuan dari
tunai menjadi renovasi warung untuk
penerima manfaat yang rentan
menggunakan dana konsumtif. LAZ Al
Hilal mengganti penerima manfaat yang
tidak  valid sulit  dihubungi.
Fleksibilitas jadwal dan lokasi kegiatan
disesuaikan dengan kondisi lapangan.
Pelibatan KADIN sebagai mitra merupakan
adaptasi  lokal melengkapi
keterbatasan waktu pelatihan LAZ.
Hambatan dan Keterbatasan

atau

untuk

Meskipun  kolaborasi  berjalan
optimal secara kualitatif, program baru
mencakup 50% KUA (6 dari 12 KUA).
Hambatan utama meliputi keterbatasan
SDM dan anggaran LAZ yang tidak mampu
mendampingi  seluruh  KUA
bersamaan, disparitas kapasitas antar KUA
dimana beberapa KUA belum siap

administratif dan teknis, komitmen mitra

s€cara

yang fluktuatif dalam implementasi teknis,
dan kompleksitas koordinasi lintas lembaga
yang membutuhkan waktu dan kematangan
organisasi.

D. KESIMPULAN
Penelitian ini menyimpulkan bahwa

Program KUA Pemberdayaan Ekonomi
Umat di Kota Bandung telah menunjukkan
praktik Collaborative Governance yang
fungsional meskipun belum optimal secara
kuantitatif. Dari 12 KUA, baru 6 KUA
(50%) yang mengimplementasikan
program, namun kualitas kolaborasi pada

keenam KUA tersebut menunjukkan
keberhasilan signifikan.
Kelima  dimensi  collaborative

governance berfungsi efektif: (1) Sistem
konteks yang kuat dengan kerangka hukum
jelas, kondisi sumber daya terintegrasi, dan
pembelajaran dari kegagalan masa lalu; (2)
Driver yang efektif meliputi pengelolaan
ketidakpastian, saling ketergantungan yang
produktif, insentif yang memotivasi, dan
kepemimpinan inklusif; (3) Dinamika
kolaborasi yang berkembang secara matang
tercermin dalam enguatan prinsip bersama,
tumbuhnya kolektif  yang
pada  kepercayaan  dan
komitmen, serta meningkatnya kapasitas
untuk  bertindak 4)
Tindakan kolaborasi komprehensif dari
verifikasi hingga pendampingan dengan

motivasi
didasarkan

secara bersama

adaptasi responsif; (5) Outcome signifikan
berupa peningkatan kesejahteraan ekonomi,
transformasi

kemandirian finansial,

mustahik ~ menjadi  muzakki, dan
keberlanjutan melalui dana bergulir.

Belum optimalnya cakupan program
(50% KUA) disebabkan
struktural: keterbatasan SDM dan anggaran
LAZ, disparitas kapasitas antar KUA,

komitmen mitra yang fluktuatif, dan

hambatan

kompleksitas koordinasi. Secara kualitatif
program sudah optimal pada enam KUA
dengan siklus collaborative governance
yang lengkap dan outcome nyata.
Keberhasilan ini menjadi bukti konsep
bahwa model ini efektif dan dapat

direplikasi.
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Implikasi

Implikasi praktis penelitian ini
adalah perlunya strategi perluasan bertahap
dengan fokus penguatan KUA existing
sebagai pilot project, penguatan kapasitas
digital dan administratif KUA yang belum
bergabung, peningkatan frekuensi
koordinasi dari tiga bulan menjadi minimal
satu bulan sekali, formalisasi MoU lebih
detail dengan klausul insentif dan sanksi,
alokasi SDM dedicated dan dana cadangan
LAZ, standardisasi SOP yang fleksibel,
serta pengembangan dashboard monitoring

digital.

Implikasi teoritis mencakup
pengembangan  model  collaborative
governance  bertahap untuk negara

berkembang, kontekstualisasi collaborative
governance dalam setting keagamaan
dengan mempertimbangkan
spiritualitas Islam, dan eksplorasi model

nilai

hybrid yang menggabungkan top-down
mandate dengan bottom-up flexibility.
Program ini menjadi model collaborative
governance berbasis nilai keagamaan yang
efektif untuk pemberdayaan ekonomi
berkelanjutan di Indonesia.

Penulis perlu menguraikan implikas
temuan penelitian terhadap pengembangan
ilmu pengetahuan, serta dampaknya pada
aspek lingkungan, sosial, budaya, ekonomi,
politik atau hukum. Penyajian implikasi
tersebut sebaiknya menggunakan bahasa
yang sederhana agar mudah dipahami oleh
pembaca non akademik.
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